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Abstrak

Shariah governance merupakan konsep tata kelola yang unik dan khusus bagi perusahaan
atau lembaga keuangan yang menawarkan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip
syariah.Shariah governance hakekatnya menjadi komplementer dari sistem tata kelola
perusahaan yang baik (good corporate governance) yang sudah ada yang fungsi utamanya
untuk melakukan review atas kepatuhan syariah atas seluruh aktivitas perusahaan baik
sebelum terjadinya transaksi (ex-ante) maupun setelah terjadinya transaksi (ex-post).
Untuk menjalankan fungsi tersebut, sistem shariah governance harus memiliki tiga
komponen utama, yaitu dewan syariah (DPS), opini kepatuhan syariah dan proses review
syariah. Pada prakteknya, model shariah governance lembaga keuangan syariah (LKS)
yang diterapkan di berbagai negara bervariasi disebabkan adanya perbedaan kerangka
hukum yang mengaturnya. Penelitian ini menganalisis model shariah governance LKS
berdasarkan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia melalui analisis konten terhadap
undang-undang, peraturan, surat edaran dan peraturan lainnya yang berhubungan
dengan keuangan dan perbankan syariah. Shariah governance pada penelitian ini
dilihat dari empat aspek utama, yaitu pernyataan regulasi yang mengaturnya, struktur
orga-nisasi, proses dan fungsi shariah governance. Penelitian ini menemukan bahwa
konsep shariah governance LKS di Indonesia disinggung secara singkat dalam UU
Perbankan Syariah yang selanjutnya dijabarkan secara umum melalui PBI dan SEBL
Adapun struktur organisasi shariah governance mengadopsi model sentralisasi melalui
dewan fatwa pada level nasional yang selanjutnya membentuk dewan syariah pada level
perusahaan. Sementara dari segi prosesnya, Indonesia menganut pendekatan moderat.
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Selanjutnya, aspek fungsi shariah governance memiliki fungsi utama sebagai pengawasan
dan penasehatan. Dengan demikian, pihak otoritas perlu mengembangkan konsep shariah
governance yang komprehensif dalam bentuk guidelines yang jelas dan ketat demi menjaga
kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan syariah oleh para industri.

Keyword: shariah governance, tata kelola perusahaan, lembaga kenangan syariab

1. PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah seperti per-
bankan, pasar modal, dan asuransi secara glo-
bal mengalami pertumbuhan yang cukup men-
janjikan. Pertumbuhan tersebut tidak hanya
segi jumlah aset dan variasi produk tetapi juga
cakupan geografis, termasuk aspek regulasi
dan kelembagaannya. Menurut laporan IFSB
total aset industri keuangan syariah diperki-
rakan telah mencapai sekitar USD 1,6 triliun
dengan tingkat pertumbuhan sebesar 20,4%
pertahun pada akhir tahun 2012, dan telah
beroperasi di lebih 75 negara di seluruh dunia
dengan jumlah lebih dari 300 lembaga keua-
ngan syariah. Perbankan syariah masih men-
jadi pilar utama pertumbuhan industri keua-
ngan syariah global, tumbuh rata-rata sebesar
38,5% pertahun dari tahun 2004-2011. Semen-
tara pasar modal syariah global yaitu sukuk,
reksadana syariah (Islamic funds), dan indeks
syariah juga terus mengalami pertumbuhan
yang cukup signifikan. Penerbitan sukuk misal-
nya tumbuh rata-rata sebesar 44,0% pertahun
dari tahun 2004-2011.

Secara geografis, penyebaran lembaga
keuangan syariah tidak hanya terkonsentrasi
di negara-negara mayoritas Muslim seperti di
Timur Tengah, tetapi mulai berkembang di
negara-negara muslim minoritas seperti UK,
Jerman, Singapura, dan Thailand. Perluasan
geografis industri keuangan syariah tersebut
berdampak pada penyesuaian peraturan dan
perundang-undangan yang sudah berlaku
di masing-masing yurisdiksi. Terdapat dua
pendekatan yang secara umum diadopsi yaitu
integrated approach (pendekatan terpadu) di-

mana lembaga keuangan syariah diatur oleh

undang-undang yang sudah ada, dan hanya
perlu amandemen. Pendekatan ini berlaku di
UK, Jerman, dan Singapura. Adapun segregated
approach (pendekatan terpisah) yaitu, lembaga
keuangan syariah diatur oleh undang-undang
yang berbeda dengan undang-undang kon-
vensional yang sudah ada. Kedua pendekatan
tersebut, biasa disebut dual-financial system.
Pendekatan ini berlaku di Malaysia, Indonesia,
dan Pakistan.

Pertumbuhan kelembagaan kuangan sya-
riah harus direspon dengan penguatan sistem
tata kelola perusahaan yang baik atau biasa
disebut good corporate governance. Desain
tata kelola perusahaan lembaga keuangan sya-
riah (LKS) tentunya memiliki keunikan de-
ngan lembaga keuangan lainnya. Hal ini terjadi
dikarenakan LKS selain harus menerapkan
sistem tata kelola perusahaan pada umumnya,
LKS juga memiliki kewajiban untuk mengem-
bangkan sistem tata kelola yang dapat menja-
min terlaksananya prinsip-prinsip syariah pada
seluruh produk, instrumen, operasi, praktek,
dan manajemen LKS.

Istilah shariah governance merupakan is-
tilah yang digunakan pada LLKS sebagai suatu
bentuk struktur yang unik dan khusus di LKS,
yang berfungsi untuk memastikan bahwa selu-
ruh operasi LKS sesuai dengan syariah (shariah
compliant)(Rama, 2014, p. 2). Sistem tata kelola
ini dibutuhkan oleh LKS demi menumbuhkan
kepercayaan dari para stakeholders dan pub-
lik secara umum bahwa seluruh praktek dan
aktivitas yang dilakukan sudah sesuai dengan
syariah. Sistem tata kelola ini juga diperlukan
untuk menghindari terjadinya risiko syariah
(shariah risk), yaitu suatu bentuk risiko yang
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muncul karena disebabkan adanya ketidakpatu-
han terhadap prinsip-prinsip syariah.

IFSB memandang konsep shariah go-
vernance hanya merupakan komplementer dari
sistem tata kelola yang sudah ada pada LKS.
Selain memiliki dewan direksi, audit internal,
dan eksternal, dan unit kepatuhan sebagai ele-
men utama dari sistem tata kelola perusahaan,
LKS harus memiliki dewan syariah (Dewan
Pengawas Syariah atau DPS), audit syariah in-
ternal dan eksternal serta unit kepatuhan sya-
riah sebagai elemen utama dari sistem shariah
governance. Dalam sistem shariah governance,
Dewan Pengawas Syariah berperan penting
dalam proses supervisi, monitoring, audit,
dan pemberian opini terhadap kepatuhan sya-
riah pada lembaga keuangan atau perusahaan
yang menawarkan produk dan layanan syariah.
Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
dalam struktur organisasi perusahaan atau
lembaga keuangan syariah menjadi suatu yang
unik dalam sistem tata kelola perusahaan. DPS
adalah elemen penting dalam sistem tata kelola
syariah (shariah governance). DPS merupa-
kan suatu badan yang diberi wewenang untuk
melakukan penasehatan dan atau pengawasan
serta melihat secara dekat aktivitas lembaga
keuangan syariah agar lembaga tersebut kon-
sisten mengikuti dan mentaati aturan dan prin-
sip-prinsip syariah.(Rama, 2014, p. 18)

Model shariah governance yang diadop-
si oleh berbagai negara berbeda-beda. Hal ini
terjadi disebabkan adanya perbedaan kerangka
regulasi yang mengatur sistem shariah gover-
nance di masing-masing yurisdiksi. Studi yang
dilakukan oleh Rama (2014), Hassan, dkk
(2013), Zulkifli (2010), dan Grais dan Pallegri-
-ni (2006) menunjukkan bahwa sebagian nega-
ra mengatur secara detail tentang kerangka sya-
riah governance LKS pada UU perbankan dan
keuangan syariah mereka, sebaliknya sebagian
negara tidak mengatur secara ketat dan mem-
biarkan industri untuk melakukan pengaturan
masing-masing,

Penelitian ini bermaksud untuk melaku-
kan analisis investigatif terhadap kerangka
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regulasi shariah governance LKS di Indone-
sia berdasarkan undang-undang dan peraturan
yang berlaku. Penelitian ini mengembangkan
klasifikasi shariah governance berdasarkan stu-
di terdahulu yang terdiri dari empat aspek uta-
ma, yaitu (1) posisi shariah governance dalam
undang-undang/peraturan; (2) struktur orga-
nisasi shariah goveranance; (3) proses shariah
governance; dan (4) fungsi dewan syariah.

Il. METODE PENELITIAN

Penelitian  ini  dimaksudkan untuk
melakukan analisis terhadap model shariah
governance LKS di Indonesia. Aspek shariah
governance LKS yang ditelusuri dari dokumen
hukum yang ada meliputi aspek regulasi, struk-
tur organisasi, proses, dan fungsi dari shariah
goverannce.

Jenis data yang digunakan dalam pene-
litian ini adalah jenis data primer-kualita-
tif, yang diperoleh melalui berbagai bentuk
dokumen hukum seperti undang-undang,
peraturan, surat edaran, dan dokumen ter-
kait lainnya. Dokumen hukum yang di-
maksud adalah undang-undang perbankan
syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI)

atau Peraturan OJK, Surat Edaran Bank In-

donesia (SEBI) atau Surat Edaran OJK yang
membahas tentang kerangka shariah gover-
anance LKS di Indonesia. Data-data tersebut
didapatkan melalui penelusuran di website
resmi lembaga-lembaga terkait. Data sekunder
lainnya sebagai penunjang penelitian ini ber-
sumber dari buku, jurnal, dan hasil penelitian
yang terkait dengan tema penelitian ini.

Penelitian ini selanjutnya menggunakan
metode analisis konten terhadap berbagai do-
kumen hukum untuk mendapatkan gamba-
ran tentang model shariah governance LKS
di Indonesia. Analisis konten (isi) merupakan
jenis analisis yang berusaha membahas secara
mendalam terhadap suatu isi teks. Suatu teks
dapat diteliti secara mendalam berdasarkan
pada kategori-kategori yang dikembangkan.
Dokumen hukum berupa undang-undang per-
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bankan syariah, PBI, SEBI dan jenis peraturan
lainnya, yang merupakan jenis teks yang dapat
dianalisis dan dikategorikan berdasarkan pada
tujuan penelitian. Analisis konten dilakukan
berdasarkan pada empat kategori shariah gov-
ernance terhadap isi dokumen hukum yang ter-
kaitu ntuk mendapatkan gambaran model sha-
riah goveranance yang diadopsi oleh kerangka
hukum di Indonesia.

Ill. TELAAH PUSTAKA

Secara historis, konsep shariah gover-
nance memilikikesamaandengankonsep hisbah
dalam sejarah masyarakat Islam klasik, yaitu
sebagai lembaga khusus yang mengawasi ber-
jalannya pasar sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah. Kedua sistem ini memiliki banyak ke-
miripan khususnya pada fungsi kelembagaan-
nya, yaitu untuk menegakkan prinsip dan aturan
syariah dalam organisasi perusahaan atau pasar.

Institusionalisasi Dewan Penga-
was Syariah dapat dianggap sebagai ben-
tuk  konsep modern dari  mubhtasib

dalam masyarakat Muslim modern. Berbeda
dengan konsep tradisional hisbah yang lebih
kepada pengawasan pasar, lembaga Dewan
Pengawas Syariah berfungsi dalam tata kelola
internal perusahaan/lembaga keuangan syatiah
yang menjalankan tugas penasehatan (advisory)
dan pengawasan (supervisory) terhadap kepatu-
han syariah(Isra, 2010, p. 706). Adopsi sistem
hisbah dalam format modern sangat penting
untuk memastikan semua aktivitas, transaksi,
dan operasi lembaga keuangan syariah dalam
mematuhi prinsip-prinsip syariah dan moral
Islam. Dewan Pengawas Syariah sebagai ele-
men penting dari shariah governance menjadi
lembaga ideal yang dapat menjalankan fungsi
muhtasib sebagai institusi internal dari sistem
hisbah dalam konteks lembaga keuangan sya-
riah modern (Rama, 2014, p. 21). Di lain pihak,
Handoko dan Kayadibi memandang bahwa
istilah good governance sama dengan istilah
siyasah shari’iyyah yang umumnya digunakan
dalam konteks kebijakan publik. (Handoko &

Kayadibi, 2013, p. 130)

Konsep corporate governance (CG)
sebagai sistem tata kelola yang umumnya di-
laksanakan di perusahaan mengalami pro-
ses pengembangan makna dari waktu ke
waktu mulai dari konsep yang sempit yang
lebih mengedepankan pada orientasi ke-
pentingan stakeholders sampai kepada kon-
sep yang lebih luas yang mencakup semua
stakeholders(Igbal & Mirakhor, 2011). Dalam
praktek perbankan, Bank Indonesia (BI)

mendefinisikan CG sebagai suatu tata ke-
lola bank yang menerapkan lima prinsip,yaitu
(i) transparansi; (i) akuntabilitas;  (iii)
pertanggungjawaban;(iv) profesional; dan (v)
kewajaran.

Dalam konteks tata kelola lembaga keua-
ngan syariah (LKS), istilah shariah governance
dimunculkan sebagai suatu sistem komple-
menter atas sistem tata kelola yang sudah ada.
Adapun definisi shariah governance menurut
IFSB adalah “aset of institutional and organisatio-
nal arrangements through which Islamic financial insti-
tutions ensure that there is an efective independent over-
sight of shariah compliance over the issuence of relevant
shariah pronouncements, dissemination of information
and an internal shariah compliance review” (1FSB,
2009, — p. 2). Isra selanjutnya menguraikan
definisi tersebut dengan membagi ke dalam tiga
komponen utama, yaitu (1) struktur organisasi
perusahaan terdapat Dewan Pengawas Syariah
dan fungsi yang terkait seperti Divisi Syariah
dan Internal Audit; (2) pendapat atau opini
yang bersifat independen tentang pemenuhan
terhadap syariah; dan (3) proses review terha-
dap pemenuhan syariah.(Isra, 2010, p. 702)

Dalam kerangka shariah governance,
sistem pengawasan syariah dilakukan dalam
dua proses, yaitu proses sebelum dan sesu-
dah transaksi. Di dalam proses sebelum tran-
saksi (ex-ante), pengawasan dilakukan dengan
adanya pihak independen berupa Shariah Su-
pervisory Board (SSB) atau Sharia Advisory Firm
yang memberikan fatwa mengenai operasi dan
struktur lembaga keuangan syariah. Selain itu,
keberadaan fungsi kepatuhan diperlukan untuk
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mensosialisasikan prinsip-prinsip syariah serta
melakukan pengawasan langsung terhadap
kepatuhan prinsip syariah pada setiap tingka-
tan dan transaksi. Untuk pengawasan sesudah
transaksi (ex-post) dilakukan oleh fungsi audit
syariah internal yang merupakan bagian dari
atau terpisah fungsi audit internal. Selain itu
pengawasan ini juga dilakukan oleh fungsi audit
cksternal independen yang memastikan bahwa
penelaahan kepatuhan internal telah memenuhi
standar. Proses pengawasan ini dapat melibat-
kan Shariah Supervisory Board atau Sharia Ad-
visory Firm(IFSB, 2009, pp. 8-9).
Dalam shariah gover-
nance, Dewan Pengawas Syariah (DPS)
berperan penting dalam proses supervisi,
monitoring, audit dan pemberian opini terha-
dap kepatuhan syariah pada lembaga keuangan
atau perusahaan yang menawarkan produk dan
layanan syariah. Keberadaan DPS dalam struk-
tur organisasi perusahaan atau lembaga keua-
ngan syariah menjadi suatu yang unik dalam
sistem tata kelola perusahaan. Fungsi DPS di
berbagai negara berbeda-beda, namun secara
umum meliputi tiga aspek utama yaitu pena-
sechatan, pengawasan, dan penelitian(Hassan,
2013, p. 7). Sementaraitu, Wardhani dan Arshad
membagi level fungsi pengawasan syariah ber-
dasarkan sktuktur keorganisasiannya ke dalam
level makro dan mikro(Wardhany & Arshad,
2012). Pada level makro terdapat dewan sya-
riah pada level nasional yang fungsi utamanya
pada aspek harmonisasi, standarisasi fatwa atau
hukum Islam dan bertindak sebagai otoritas
tertinggi dalam pengawasan syariah pada lem-
baga keuangan syariah. Sementara level mikro,
terdapat dewan syariah pada level perusahaan
sebagai pengawas syariah internal perusahaan.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan
dewan syariah pada internal perusahaan secara
optimal, sistem shariah governance memben-
tuk departemen atau unit lain dalam struktur
perusahaan dengan nama shariah review unit.
Unit ini dapat secara independen dari unit lain
yang sudah ada atau menjadi bagian yang tak
terpisah dari internal audit dan departemen

sistem
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kontrol.(Grais & Pallegrini, 20006, p. 8) Selan-
jutnya, IFSB memberikan standar kualifikasi
khusus bagi shariah review unit ini sebagai pi-
hak yang melakukan monitor prinsip syariah
setelah transaksi (ex-post)(IFSB, 2009, p. 9).

IV. ANALISIS
A. Analisis Model Shariah Governance LKS

Di Indonesia

Studi kerangka regulasi shariah gover-
nance atas sejumlah negara di Timur Tengah,
Inggris, dan Malaysia yang dilakukan oleh
Zulkifli Hasan menemukan bahwa model sha-
riah governance yang diadopsi oleh masing-ma-
sing yurisdiksi bervariasi (Hasan, 2010, p.83).
Beberapa yurisdiksi lebih menyukai keterli-
batan pihak otoritas (pemerintah, bank sentral
atau kementerian keuangan) yang lebih banyak
melalui bentuk aturan dan guideline dan be-
berapa negara justru sebaliknya, membiarkan
industri untuk mengatur dirinya sendiri (self-
regulated). Sementara itu, Hassan, dkk me-
nyimpulkan bahwa perbedaan model shariah
governance LKS di sejumlah negara disebab-
kan adanya perbedaan kerangka regulasi yang
mengatur tentang sistem shariah governance
di masing-masing yurisdiski tersebut(Hassan,
2013, p. 8).

Beberapa yurisdiksi menerapkan sistem
regulasi yang komprehensif yang melibatkan
pihak otoritas terkait untuk mengatur indus-
tri keuangan secara ketat dan disiplin. Seba-
liknya, beberapa yurisdiksi justru membiarkan
pelaku industri untuk menentukan kerangka
shariah governance yang diadopsi berdasarkan
pada kebijakan dan model praktis yang terbaik.
Kedua model tersebut memiliki kelebihan dan
kekurangan masing-masing dan masih sulit
untuk menentukan mana model ideal diantara
keduanya yang layak untuk dijadikan model
terbaik.

Bagian ini akan menganalisis model sha-
riah governance bagi lembaga keuangan syari-
ah di Indonesia berdasarkan empat aspek, yaitu
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regulasi, struktur organisasi, proses dan fungsi
shariah governance berdasarkan kerangka hu-
kum keuangan dan perbankan syariah yang ada.

1. Aspek Regulasi

Aspek ini difokuskan untuk melihat apa-
kah sistem shariah governance diatur dalam
bentuk undang-undang tersendiri, yaitu ter-
pisah dari undang-undang konvensional yang
sudah ada.Selain itu, juga melihat apakah dia-
tur dalam bentuk undang-undang saja atau di-
ikuti dengan peraturan lembaga otoritas terkait
seperti bank central dan guidelines tentang
kerangka penerapan shariah governance lem-
baga keuangan syariah di masing-masing yuris-
diksi.

Keberadaan perbankan syariah di Indo-
nesia, diatur melalui undang-undang tersendiri
dengan nama UU No. 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah. Sebelum lahirnya UU Per-
bankan Syariah, industri perbankan syariah ma-
sih diatur secara bersama melalui UU perban-
kan konvensional, yaitu UU No. 10 Tahun 1998,
hasil amandemen UU No. 7 Tahun 1992 ten-
tang Perbankan. UU tentang Perbankan Syari-
ah selanjutnya dijelaskan lebih detail dan opera-
sional melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI)
dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). UU,
PBI dan SEBI yang berhubungan dengan bank
syariah dapat dilihat pada Tabel 2.

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah, pithak yang bertugas untuk
melakukan pengawasan kepatuhan bank syariah
terhadap prinsip-prinsip syariah disebut sebagai
Dewan Pengawas Syariah (DPS). Setiap bank
syariah atau bank konvensional yang membu-
ka Unit Usaha Syariah (UUS) wajib memben-
tuk DPS yang bertugas memberikan nasehat
dan saran kepada direksi serta mengawasi ke-
giatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
. Dengan demikian, DPS adalah elemen penting
dari sistem shariah governance pada level peru-
sahaan (mikro). Padalevel nasional, adalembaga
bernama Dewan Syariah Nasional (DSN) yang
dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)
yang bertugas dan memiliki kewenangan un-
tuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa

6

dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
Hakekatnya, DPS adalah perpanjangan tangan
dari DSN untuk melakukan pengawasan atas
kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap
fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

Meskipun UU Perbankan Syariah tidak
memberikan penjelasan yang rinci tentang
DPS, tetapi Bank Indonesia melalui PBI dan
SEBI yang dikeluarkan, memberikan perincian
dan guidelines terkait dengan dewan pengawas
syariah beserta pelaksanaan GCG pada bank
syariah. Setidaknya terdapat tiga PBI dan dua
SEBI yang menguraikan tentang sistem tata ke-
lola syariah atau shariah governance pada bank
syariah. Uraian masing-masing peraturan dan
surat edaran tersebut dapat dilihat pada Lam-
piran Tabel 1 Regulasi Sistem Shariah Gover-
nance LKS di Indonesia.

Pelaksanaan GCG pada bank syariah
dijelaskan melalui PBI No. 11/33/PBI/2009.
PBI ini secara umum menjelaskan tentang
konsep GCG bagi bank syariah dan UUS
serta bagaimana peran masing-masing dari
Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite,
dan Dewan Pengawas Syariah. Dalam PBI ini
juga dijelaskan tentang format sef assessment
pelaksanaan GCG pada bank syariah. Pada
bagian pengawasan syariah dijelaskan ten-
tang mekanisme pengangkatan anggota DPS,
masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, me-
kanisme pelaporan hasil pengawasan DPS dan
sanksi bagi DPS yang tidak melaksanakan ke-
wajibannya. Meskipun guidelines ini cukup
menyeluruh tapi belum bisa disebut sebagai
model kerangka shariah governance yang me-
nyeluruh bagi bank syariah. Format guidelines
GCG ini cenderung hasil penyesuaian de-
ngan guidelines GCG bagi bank konvensional

yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indone-
sia sebelumnya. Bedanya hanya terletak pada
keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam
struktur organisasi perusahaan. Penjelasan leb-
ih detail tentang teknis pelaksanaan GCG bagi
bank syariah diuraikan melalui Surat Edaran BI
(SEBI) No. 12/13/DPbS/2010.
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Selain undang-undang dan peraturan
yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, De-
wan Syariah Nasional MUI juga mengeluarkan
Surat Keputusan No. 03 Tahun 2000 tentang
Penunjukan Pelaksanaan Penetapan Ang-
gota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga
Keuangan Syariah. Pada surat keputusan terse-
but dijelaskan tentang syarat, tugas dan fungsi
dan perangkapan keanggotan DPS. Sebagaima-
na diketahuan DSN-MUI bukanlah organisasi
pemerintah, sehingga produk fatwa yang dike-
luarkannya tidak bersifat mengikat dan final.
Namun berdasarkan pada PBI No. 6/24/
PBI/2004 sebenarnya telah menjadikan fatwa-
fatwa tentang perbankan syariah dan keuangan
syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI wajib
menjadi rujukan bagi lembaga keuangan yang
menawarkan produk dan jasa layanan keua-
ngan syariah.

Berdasarkan uraian aspek regulasi dari
kerangka shariah governance dapat disimpul-
kan bahwa terdapat tiga pthak utama yang ber-
peran penting dalam pengawasan syariah dalam
sistem perbankan di Indonesia, yaitu Bank In-
donesia yang saat ini beralih ke Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional di
bawah keorganisasian Majelis Ulama Indonesia
dan Dewan Pengawas Syariah yang dibentuk
pada level perusahaan. Undang-undang dan
peraturan yang mengatur tentang DPS diatur
secara terpisah dengan undang-undang per-
bankan konvensional. UU yang diterbitkan di-
uraikan lebih lanjut melalui PBI dan SEBI ter-
masuk di dalamnya terkait dengan pengawasan
aspek syariah. Meskipun regulasi terkait sistem
shariah governance cukup banyak namun be-
lum bisa dikatakan Indonesia sudah memiliki
sistem regulasi kerangka shariah goverannce
yang komprehensif. Hal ini disebabkan karena
guidelines dalam bentuk PBI dan SEBI yang
diterbitkan oleh Bank Indonesia tidaklah bersi-
fat komprehensif sebagai kerangka sistem
shariah goverannce. Sistem shariah goverance
dalam peraturan tersebut masih menjadi sub-
bagian khususnya hanya terletak pada Dewan
Pengawas Syariah.
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2. Aspek Struktur Organisasi

Pada aspek ini akan melihat bagaimana
bentuk struktur shariah governance pada level
perusahaan dan pada level nasional. Apakah
sistem shariah governance pada sistem keua-
ngan syariah memiliki lembaga yang tersentra-
lisast atau independen yang memiliki otoritas
berbedar.

Struktur shariah governance di Indonesia
mengakui adanya dua level pengawasan sya-
riah. Level pengawasan pertama adalah dewan
syariah pada level nasional yang biasa disebut
sebagai Dewan Syariah Nasional (DSN), dan
kedua adalah dewan syariah pada level peru-
sahaan yang disebut Dewan Pengawas Syariah
(DPS). Kedua lembaga tersebut disebutkan se-
cara jelas dalam UU No. 21 Tahun 2008 dan
PBI No.6/24/PBI/2004.

DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mem-
punyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI
dalam mengenai masalah-masalah yang ber-
hubungan dengan aktivitas keuangan syariah.
MUI adalah organisasi perkumpulan ulama
yang berasal dari berbagai organisasi Islam di
Indonesia yang berstatus sebagai organisasi
non-pemerintahan. Salah satu tugas pokok
DSN adalah mengkaji, menggali dan meru-
muskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam
(syariat) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan
pedoman dalam kegiatan transaksi di lemba-
ga keuangan syariah. Fatwa yang dikeluarkan
oleh DSN menjadi pedoman bagi lembaga
keuangan yang menawarkan layanan keuan-
gan syariah. Meskipun status keorganisasian
DSN adalah organisasi non-pemerintah tetapi
fatwa yang dikeluarkan khususnya terkait de-
ngan transaksi keuangan bersifat megikat bagi
pelaku industri keuangan syariah sebagaimana
termaktub dalam Pasal 26 UU No. 21/2008
tentang Perbankan Syariah. Sementara hubu-
ngan antara DSN dan Bank Sentral Indonesia
adalah bersifat koordinasi.

Pengawasan terhadap pelaksanaan fatwa
yang dikeluarkan oleh DSN dilakukan oleh De-
wan Pengawas Syariah (DPS) pada level peru-
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sahaan. DSN sebagaimana dijelaskan oleh PBI
No.11/33/PBI/2009 adalah dewan yang bet-
tugas memberikan nasehat dan saran kepada
Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar
sesuai dengan syariah. Proses pengangkatan
DPS melalui proses pengajuan oleh bank kepa-
da Bank Indonesia atas calon DPS yang telah
mendapatkan rekomendasi DSN-MUI. Bank
Indonesia berwewenang untuk menerima dan

menolak atas calon aggota DPS yang diajukan.

Dengan demikian, DPS merupakan lem-
baga unik dalam sistem shariah governance di In-
donesia yang merupakan perpanjangan tangan
DSN berdasarkan persetujuan dari Bank In-
donesia. DSN berperan dalam menjembatani
hubungan antara Bank Indonesia dan Dewan
Syariah Nasional. Dalam artian, DSN mempe-
rantarai fatwa DSN ke dalam peraturan Bank
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Indonesia. Pengawasan DSN meliputi dua hal,
yaitu (i) pengawasan terhadap proses pengem-
bangan produk baru bank; dan (ii) pengawasan
terhadap kegiatan bank. Hasil pengawasan

DPS disampaikan kepada Bank Indonesia de-

ngan menggunakan format yang telah ditentu-
kan oleh BI.
Keputusan yang dikeluarkan oleh DPS
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terkait dengan pelaksanaan prinsip syariah pada
bank bersifat mengikat (binding). Hal demikian
dikarenakan DPS adalah lembaga resmi yang
dibentuk berdasarkan pada PBI. Hubungan
antara DPS dengan direksi dalam struktur or-
ganisasi perusahaan adalah hubungan koordi-
nasi, yaitu DPS dapat memberikan nasehat dan
saran kepada direksi terkait pelaksanaan prin-
sip syariah pada bank (lihat Gambar 2). D1 sisi
lain, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN tidak
bersifat mengikat kecuali jika diadopsi menjadi
peraturan bank Indonesia.

3. Aspek Proses

Aspek proses dari praktek shariah gover-
nance meliputi (i) pengangkatan dan pember-
hentian; (i) komposisi; (iii) persyaratan; dan
(iv) batasan rangkap jabatan bagi anggota De-
wan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Sya-
riah Nasional (DSN).

Undang-undang perbankan syariah ta-
hun 2008 mewajibkan pembentukan Dewan
Pengawas Syariah (DPS) pada setiap bank sya-
riah dan bank umum konvensional yang me-
miliki UUS. Mekanisme pengangkatan dan
pemberhentian DPS pada bank syariah diatur
melalui PBI No.11/3/PBI/2009 dan SEBI
No. 12/13/DPbS/2010 . Langkah pertama
adalah bank syariah wajib mengajukan propos-
al pengajuan calon anggota DPS yang disertai
dengan dokumen pendukung kepada Bank
Indonesia setelah mendapatkan rekomendasi
Majelis Ulama Indonesia. Bank Indonesia ke-
mudia melakukan persetujuan atau penolakan
atas permohonan yang diterima berdasarkan
pada pemeriksaan kelengkapan dokumen dan
wawancara yang dilakukan. Dengan demikian,
Bank Indonesia dan DSN bertanggungjawab
dalam memastikan calon anggota DSN yang
ditunjuk sudah memenuhi persyaratan pe-
raturan yang ada. Hal yang menarik dari keten-
tuan prosedur ini adalah bahwa DPS tidak di-
tunjuk semata oleh masing-masing bank tetapi
berdasarkan pada hasil fir and proper tes yang
dilakukan oleh BI dan DSN. Ini mengindika-
sikan bahwa DSN sebagai lembaga pengawas
syariah pada level perusahaan bersifat indepen-
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den dari proses pengangkatannya. Di sisi lain,
pemberhentian anggota DPS dapat terjadi jika
yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas-
nya dengan baik seperti tidak melakukan pe-
nasehatan, penilaian, pengawsan dan review
terthadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah
pada bank.

Jumlah anggota DPS berdasarkan PBI
No. 11/3/PBI/2009 dalam struktur organ-
isasi suatu bank tidak kurang dua orang atau
paling banyak 50 persen dari jumah anggota
direksi. Satu orang dari anggota DPS bertin-
dak sebagai ketua. Ketentuan bagi anggota
DPS adalah hanya dapat merangkap jabatan
sebagai anggota DPS tidak lebih dari empat (4)
lembaga keuangan syariah, yaitu dua (2) bank
lain dan dua (2) lembaga keuangan syariah
non bank." DPS juga tidak boleh merangkap
jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan
atau UUS.” Tambahan, sebanyak-banyaknya
dua (2) anggota DPS dapat merangkap jabatan
sebagai anggota DSN.

Perangkapan jabatan sebagai anggota
DPS sampai empat lembaga keuangan syariah
lainnya dapat memunculkan masalah bias kepu-
tusan yang dikeluarkan. Begitupula dengan ke-
anggotaaan ganda sebagai anggota DPS dan di
saat bersamaan sebagai anggota DSN. Keang-
gotaan ganda tersebut dapat berimplikasi pada
masalah independensi. Mengingat bahwa DPS
harus secara periodik melakukan laporan hasil
pengawasan kepada DSN terkait dengan pelak-
sanaan prinsip syariah pada suatu bank.

Sementara segi persyaratan, anggota DPS
adalah harus memiliki (i) integritas berupa
akhlak yang baik, komitmen terhadap perun-
dang-undangan dan pengembangan bank sya-
riah; (ii) kompotensi berupa pengetahuan dan
pengalaman di bidang muamalah dan pengeta-
hua di bidang perbankan dan keuangan secara
umum; dan (iii) reputasi kuangan yang baik.
Namun demikian, PBI tersebut tidak men-
syaratkan perlunya keanggota DPS berasal dari
latar belakang yang berbeda terutama dari segi
kualifikasi, pengalaman dan pengetahuan. Ke-
ragaman tatar belakang tersebut akan mem-
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bantu anggota DPS dalam melakukan penga-
wasan syariah.

Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga
otoritas tertinggi yang berwewenang menge-
luarkan fatwa terkait dengan transaksi keuangan
syariah dibentuk oleh Majelis Ulama Indone-
sia. Adapun keanggotaan DSN diambil dari
pengurus MUI, Komisi Fatwa MUI, Ormas
Islam, Perguruan Tinggi Islam, Pesantren dan
para praktisi perekonomian yang memenuhi
kriteria dan diusulkan oleh Badan Pelaksana
Harian DSN melalui Rapat Pleno DSN-MUI

4. Aspek Peran dan Fungsi

Aspek penting dari sistem shariah gover-
nance mencakup tentang peran dan fungsi de-
wan pengawas syariah pada lembaga keuangan
syariah. Bagian ini akan menganalisis peran dan
fungsi dewan pengawas syariah di perbankan
syariah.

Undang-Undang Perbankan Syariah Ta-
hun 2008 secara umum menyebutkan tugas
dari Dewan pengawas Syariah (DPS) pada se-
tiap bank adalah untuk memberikan nasehat
dan saran kepada direksi serta mengawasi ke-
giatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
Tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS
menurut PBI No. 6/24/PBI1/2004 antara lain
meliputi: (i) memastikan dan mengawasi me-
ngawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank
terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN; (ii)
menilai aspek syariah terhadap pedoman oper-
asional, dan produk yang dikeluarkan Bank; (iii)
memberikan opini dari aspek syariah terhadap
pelaksanaan operasional Bank secara keseluru-
han dalam laporan publikasi Bank; (iv) meng-
kaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa
untuk dimintakan fatwa kepada DSN; dan (v)
menyampaikan laporan hasil pengawasan sya-
riah sekurang kurangnya setiap enam (6) bulan
kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Na-
sional dan Bank Indonesia. Sementara SEBI
No.12/13/DPbS/2010 meringkas bagaimana
DPS melakukan tugas tanggung jawabnya de-
ngan cara antara lain: (i) melakukan penga-
wasan terhadap proses pengembangan produk
baru; dan (if) melakukan pengawasan terhadap
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kegiatan bank.

Penjelasan yang tidak jauh berbeda ten-
tang peran, fungsi dan tanggung jawab DPS
tercantum dalam Surat Keputusan DSN-MUI
No. 3 Tahun 2000 tentang petunjuk Pelaksa-
naan Penetapan Anggota DPS pada Lembaga
Keuangan Syariah. Adapun fungsi utama DPS
adalah (i) sebagai penasehat dan pemberi saran
kepada direksi, pimpinan unit usaha syari’ah
dan pimpinan kantor cabang syari’ah mengenai
hal-hal yang terkait dengan aspek syari’ah; dan
(if) sebagai mediator antara lembaga keuangan
syari’ah dengan DSN dalam mengkomunika-
sikan usul dan saran pengembangan produk
dan jasa dari lembaga keuangan syari’ah yang
memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. Se-
mentara kewajiban anggota DPS meliputi (1)
mengikuti fatwa-fatwa DSN; (ii) mengawasi
kegiatan usaha lembaga keuangan syari’ah agar
tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip
syari’ah yang telah difatwakan oleh DSN; dan
(i) melaporkan kegiatan usaha dan perkem-
bangan lembaga keuangan yang diawasinya
secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya
dua kali dalam satu tahun.

Berdasarkan pada BPI dan Surat Kepu-
tusan DSN-MUI yang menjelaskan tentang
peran, fungsi dan tanggung jawab DSN sebe-
lumnya menunjukkan bahwa seorang anggota
DSN harus memiliki kompotensi dalam bidang
figh muamalah untuk menjalakam tugas dan
perannya secara maksimal. Namun penjelasan
PBI No. 11/3/2009 tentang kompotensi bagi
anggota DPS hanya menekankan perlunya
pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah
muamalah dan pengetahuan perbankan dan
keuangan secara umum. Tidak dipersyaratkan
setidaknya harus memiliki latar belakang pen-
didikan di bidang syariah (hukum Islam) atau
batas minimal pengalaman di bidang perban-
kan dan keuangan.

Keputusan yang dikeluarkan oleh DPS
terkait dengan hasil pengawasan kegiatan usa-
ha lembaga keuangan syariah bersifat mengikat
yaitu memiliki kekuatan hukum. Hal ini me-
ngingat DPS adalah lembaga resmi yang diben-
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tuk melalui Peraturan Bank Indonesia.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pada studi dokumen hu-
kum terkait dengan praktek shariah governance
di Indonesia berdasarkan pada aspek regulasi,
struktur organisasi, proses, dan fungsi shariah
governance,ditemukan bahwa secara umum reg-
ulasi (UU dan peraturan) tentang perbankan
dan keuangan syariah sudah mengatur tentang
sistem  shariah goveranance bagi lembaga keua-
ngan syariah di Indonesia.

Sistem  shariah  governance di Indonesia
disinggung melalui UU Perbankan Syariah
khususnya pada bagian pembahasan dewan
pengawas syariah. Konsep tata kelola LKS dia-
tur dalam bentuk PBI dan SEBI. Sayangnya
regulasi ini belum bisa dikatakan sebagai guide-
line yang komprehensif tetang sistem shariah
governance bagi LKS di Indonesia. Sementara
pada aspek struktur shariah governance, Indone-
sia menerapkan model sentralisasi pengawasan
syariah dengan mengembangkan dua level pen-
gawasan, yaitu level makro melalui DSN-MUI
sebagai otoritas fatwa syariah keuangan terting-
gi dan level mikro yang menempatkan dewan
pengawas syariah pada level perusahaan. Fatwa
yang dikeluarkan oleh DSN-MUI bersifat bind-
g (mengikat). Hal ini terjadi karena fatwa-
fatwa yang dikeluarkan diadopsi dalam bentuk
Peraturan BI (sekarang peraturan OJK) yang
selanjutnya pengawasannya dilakukan oleh
DPS internal perusahaan. Dengan demikian,
DPS adalah penghubung hubungan antara
DSN-MUI dengan BI/OJK.

Pada aspek proses dati shariah governance
ditemukan bahwa Indonesia menggunakan
pendekatan moderat dalam proses shariah gov-
ernance-nya. Pendekatan moderat misalnya ter-
lihat dari dibolehkannya anggota DSN-MUI
untuk menjadi anggota DPS pada level perusa-
haan. Hal ini berbeda dengan apa yang berlaku
di Malaysia yang justru melarang anggota Sha-
riah Advisory Council (SAC) untuk merangkap
menjadi anggota Shariah Committee pada pe-
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rusahaan. Model ini tentunya dapat memini-
malisir terjadinya konflik kepentingan.

Pada aspek fungsi pengawas syariah
ditemukan bahwa DPS hanya berfungsi pada
penaschatan dan pengawasan. Dalam men-
jalankan fungsi pengawasan aspek syariah oleh
dewan syariah pada level perusahaan dapat
dibentuk znternal shariah unit. Unit ini memban-
tu dewan pengawas syariah dalam melakukan
proses audit kepatuhan syariah setiap saat di in-
ternal lembaga keuangan syariah. Untuk model
struktur internal shariah review pada unit ini,
dalam konteks di Indonesia tidak dijelaskan
secara khusus. Unit ini, nampaknya menjadi
bagian tak terpisahkan dari unit audit internal
perusahaan (LKS).
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Tabel 1:Regulasi Sistem Shariah Governance LKS di Indonesia

: Uraian tentang sistem Shariah Governance dan
Regulasi .
Dewan Pengawas Syariah

1. UU No. 21 Tahun 2008 tentang | a. Kewajiban bank syariah membentuk DPS melalui RUPS

Perbankan Syariah atas persetujuan MUL
- Dewan pengawas syariah Fungsi DPS untuk memberikan nasehat dan saran bagi di-
(Bab V Pasal 32), reksi dan pengawasan bank terkait kepatuhan terhadap prinsip
- Tata kelola bank syariah (Bab | syariah.
VI pasal 34) b. Ketentuan lebih lanjut diatur melalui PBI.

c. Bank syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang
mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung-
jawaban, profesional dan kewajaran

d. Bank syariah wajib menyusun prosedur inetrnal mengenai
pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut.

2. UU No. 10 Tahun 1998 tentang | a. Hasil amandemen UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbank-

Perbankan an. UU ini secara spesifik menjelaskan adanya jenis bank

- Penjelasan Pasal 6 yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Dan pada

bagian penjelasan pasal disebutkan tentang Dewan Penga-

was Syariah meskipun tidak diuraikan lebih lanjut lagi.

3. PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang | a. Bank berkewajiban membentuk DPS di tingkat pusat.
Bank Umum Syariah b. Syarat-syarat menjadi anggota DPS dilihat dari segi integri-
- Pasal 34, 35, 36, 37, 38, 39 tas, kompotensi, dan reputasi keuangan.

c. Tugas dan tanggungjawab DPS.
. Komposisi DPS dan batasan rangkap jabatan sebagai DPS
pada bank lain

o

e. Mekanisme pemilihan dan pengangkatan DPS
4. PBI No. 11/33/PBI/2009 ten- | a. Usulan pengangkatan DPS dan masa jabatan.
tang Pelaksanaan Good Cot- b. Tugas dan tanggungjawab DPS.
porate Governance bagi Bank . Pembuatan laporan hasil pengawasn oleh DPS
Umum Syariah dan Unit Usaha | d. Ketentuan rapat bagi DPS
Syariah e. Aspek transparansi DPS
- Pasal 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51

5. PBI No. 6/24/PB1/2004 tentang | a. Persyaratan anggota DPS
Bank Umum yang Melaksanakan | b. Komposisi DPS, ketentuan rangkap jabatan di DSN dan di

Kegiatan Usaha Berdasarkan bank syariah
Prinsip Syariah c. Tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS
- Pasal 21, 26, 27 ,32, 33 d. Mekanisme pengangkatan DPS
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6.

SEBI No. 12/13/DPbS/2010
tentang Pelaksanaan Good Cor-
porate Governance bagi Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah
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. Mekanisme pengangkatan calon anggota DPS
. Tugas dan tanggungjawab DPS

. Laporan hasil pengawasan DPS

. Fasilitas yang diterima oleh DPS dalam menjalankan penga-

. Sanksi bagi DPS yang tidak melaksanakan tugasnya
. Kewajiban untuk membuat laporan penilaian (se/f assessment)

Ruang lingkup pengawasan DPS

wasan di bank
Batasan-batasan bagi DPS

pelaksanaan GCG pada bank syariah

7. SEBI No. 8/19/DPbS/2006 a. Ketentuan isi laporan hasil pengawasan DPS pada bank
tentang Pedoman Pengawasan syariah
Syariah dan Tata Cara Pelaporan
Hasil Pengawasan bagi Dewan
Pengawas Syariah
8. Surat Keputusan DSN-MUI No. |a. Ketentuan keanggotan DPS
03/2000 tentang Petunjuk Pelak- | b. Syarat-syarat keanggotan DPS
sanaan Penetapan Anggota DPS | c. Tugas dan fungsi DPS
pada Lembaga Keuangan Syariah | d. Prosedur pengangkatan DPS
e. Kewajiban anggota DPS terkait hubungannya dengan DSN-

MUI
Ketentuan perangkapan keanggotan DPS di lembaga keuan-

gan syariah yang lain
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Abstrak

Sharia governance is a unique and specific governance concept for the company or
financial institution that offers products and services which meet with the principles of
sharia. Sharia governance is essentially a complementary system of the existing good
corporate governance (GCG). The main function of sharia governance is to review
the sharia compliance of all activities of the company well before the transaction
(ex-ante) or after the transaction (ex-post). To carry out these functions, the sharia
governance system should have three main components, namely the board of sharia
(DPS), compliance opinions sharia and sharia review process. In practice, the models
of Sharia governance applied in Islamic financial institutions (IFI) in many countries
are vary due to the different legal frameworks that govern them. This study analyzes
the sharia governance models of IFI by the applicable legal framework in Indonesia
through analysis of the content of the laws, regulations, circulars and other regulations
related to Islamic banking and finance. This study elaborates the Sharia governance from
four main aspects: the regulations that govern the statement, organizational structure,
processes and functions of the sharia governance. This study found that the concept
of IFI’s sharia governance in Indonesia discussed on briefly in the Islamic Banking Act
and then elaborated generally by PBI and SEBI. The organizational structure of sharia
governance adopted the centralized model through fatwa council at the national level and
then constract the sharia councils at the company level. While in terms of the process,
Indonesia maintains a moderate approach. Sharia governance is primarily functioned
as a supervisory and advisory. Thus, the authorities need to develop a comprehensive
concept of sharia governance in clear and strict guidelines in order to maintain public
confidence in the sharia compliance by the industry.
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